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GAMBARAN UMUM TENTANG DISTRIBUSI ZAKAT DAN ZAKAT
PRODUKTIF

A. Pengertian dan Dasar Hukum Distribusi Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara etimologis, Zakat berasal dari akar kata «\S - S (zaka — zaka) yang
berarti tumbuh, berkembang atau bertambah, kata yang sama yaitu S) (zaka)
bermakna menyucikan atau membersihkan.! Beberapa arti ini memang sangat
sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan
membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan tumbuh,
karena akan melipat gandakan pahal bagi muzakki dan membantu kesulitan para
mustahik. Demikian seterusnya, apabila dikaji arti bahasa ini sesuai dengan apa

yang menjadi tujuan disyari’atkannya zakat.
Ada beberapa nama dalam penyebutan zakat:

Pertama, penyebutan dengan kata zakat, sebagaimana terungkap dalam

firman Allah SWT:

30l e )5S )5 SIS0 1 5T 5 330all | gl

T A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif,
1997), hal. 577.

2 Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), him. 23.

3 Al-Bagarah (2): 43.
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Kedua, penyebutan dengan kata shadagah, sebagaimana terungkap dalam

firman Allah SWT:
fann 1 sl g il (o)) cilBaiall 3l g salie e &gl Jiiy 8 ) () | salay Al

Ketiga, penyebutan dengan kata hag, sebagaimana terungkap dalam firman

Allah SWT:
Osils 4180 llise ¢ 530y Jadlly Cligyee ey iy e clia Wil 53 58y
3l ) gh Y 5 sdlian o gy dia | gile g el oy e | 5IS Adliiie e 5 Lglitia (e i
588 el CnY
Keempat, penyebutan dengan kata infaq, sebagaimana terungkap dalam

firman Allah SWT :

O oy e a0 A J2ap
Ringkasnya, kalimat zakat dipakai buat beberapa arti itu. Namun yang

berkembang dalam masyarakat, perkataan zakat dipakai untuk shadagah wajib dan

perkataan shadagah dipakai untuk shadagah sunnah.’

4 At-Taubah (9): 104.
5 Al-An’am (6): 141.

® At-Talaq (65): 7.

" T.M. Hashi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), him. 28.
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Ada beberapa pengertian zakat secara terminologis (istilah) yang beraneka
ragam dalam pandangan para ulama madzhab dan beberapa ulama lainnya. Para

ulama madzhab mendifinisikan zakat sebagai berikut:

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang
khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas
yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanyan
(mustahiq)-nya. Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul
(setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Kemudian madzhab Hanafi
mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus, dari harta
yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’ah karena
Allah SWT.® Kemudian mazhab Syafi’i mendefinisikan zakat sebagai sebuah
ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Dan mazhab
Hanbali mendrfinisikan zakat, bahwa zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari
harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yang dimaksud dengan
kelompok yang khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah.®

Pengertian zakat menurut sebagian ulama fikih memiliki batasan yang
beraneka ragam. Al-Syirbini mengartikan zakat sebagai: “Nama bagi kadar tertentu
dari harta benda tertentu yang wajib didayagunakan kepada golongan-golongan
masyarakat tertentu.” Ibrahim Usman ASy-Sya’lan mengartikan zakat adalah

memberikan hak milik harta kepada orang yang fakir yang muslim, bukan

8 Wahbah Al-Zuhaily, Al-Figh Al-Islam Adilatuh, Terj. Agus Effendi, et al., Zakat Kajian
Berbagai Mazhab (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), him. 83.

® Ibid., hIm.84.
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keturunan hasyim dan bukan budak yang telah dimerdekakan oleh keturunan
hasyim, dengan syarat terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan itu dari pihak
semula, dari semua aspek karena Allah.°

Sayyid Sabiq mendifinisikan zakat adalah “suatu sebutan dari suatu hak
Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena
dengan mengeluarkan zakat itu didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh
berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa
iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Arti
aslinya adalah tumbuh, suci, dan berkat.”*!

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai
harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada
masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat, tanpa mendapat imbalan
tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang
dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan
oleh Al-Qur’an serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.!2

b. Dasar Hukum Distribusi Zakat

Ada beberapa dasar hukum yang sarzh yang menjadi landasan utama dalam
pendistribusian zakat. Baik dari al-Qur’an maupun al-Hadits.

a. Dari al-Qur’an terungkap:

10 Sayyid Sabiq, Fighu al-sunnah (Kuwait: Dar al-Bayan, tt), him.2.
1 1bid., him. 27.

12 Ghazi Inayah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 2003), him. 3.
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QS. at-Taubah ayat 60.
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QS. at-Taubah ayat 103.
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QS. Ar-Riim ayat 38.
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b. Dasar dari Hadits antara lain:
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13 At-Taubah (9): 60.
14 At-Taubah (9): 103.
15 Ar-Riim (30): 38.

16 Tmam Abt Khusain Muslim, Sahih Muslim, Juz | (Beirut: Dar Al-Kitab Al-llmiyah, 1993),
hadits 1045.
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Al-Qur’an, al-Hadits dan [jma’ tidak menyebutkan secara tegas tentang cara
pendistribusian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat
dikatakan tidak ada dalil nagli dan sarih yang mengatur tentang bagaimana
pemberian zakat itu kepada para mustahik. Surat at-Taubah ayat 60 oleh sebagian
besar ‘ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini
hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan dan tidak menyebutkan
cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.8
kedudukan zakat dalam Islam dapat dikatakan bahwa zakat merupakan
kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Al-Qur’an juga
telah mendeskripsikan zakat secara jelas dan gamblang. Tidak dapat dipungkiri
bahwa zakat merupakan kewajiban yang sifatnya simultan. Bahkan kata zakat
dalam al-Qur’an selalu berdampingan dengan salat. Oleh karena itu, salat dan puasa
tidaklah cukup untuk membuktikan kesaksian seorang manusia di hadapan Allah,
tetapi perlu ada kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan bagi sesama manusia.
Sebagai amalan yang mulia, zakat merupakan rangkaian panggilan Tuhan pada satu
sisi, dan panggilan dari rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesamanya pada

sisi lain.

17 Imam Abt Abdillah Muhammad bin Ismatl bin Ibrahim bin Al-Maghirah bin Barzabah Al-
Bukhari Al-Ja’fi, Sahih Al-Bukhari, juz 1 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-l1imiyah, 1992), him. 427.

18 Asnaini, Zakat produktif, him.77.
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Istilahnya bahwa salat merupakan ibadah badaniyah dan zakat merupakan
ibadah maliyah (harta). Salat merupakan hubungan vertikal murni kepada Allah,
sedangkan zakat lebih bersifat horizontal dan sosial (ijtimaiyak). Begitu besarnya
keterkaitan antara salat dan zakat, sehingga Ibn Katsir sebagaimana yang dikutip
oleh Nipan Abdul Halim mengatakan bahwa amal seseorang itu tidak berguna,
kecuali ia melaksanakan salat dan menunaikan zakat sekaligus.'® Kewajiban zakat
didalamnya terdapat dimensi sosial dan dimensi ibadah yang menyatu secara
integral. Inilah keunikan ajaran Islam, yang tidak menarik garis pemisah antara
institusi sebagai ibadah di satu pihak dan konteks sosial di pihak lain. Zakat
merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disejajarkan dengan salat. Inilah

yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.?

B. Hikmah dan Tujuan

a. Hikmah Zakat

Kewajiban zakat dan dorongan untuk terus menerus berinfag dan
bershadagah yang demikian mutlak dan tegas itu, disebabkan karena di dalam
ibadah ini terkandung berbagai hikmah dan manfaat yang demikian besar dan
mulia, baik, bagi orang yang harus berzakat (Muzakki), penerima (mustahik)

maupun masyarakat keseluruhan, antara lain tersimpul sebagai berikut :

19 Nipan Abdul Halim, Mengapa Zakat Disyariatkan (Bandung: M2SURAT, 2001), him.
84.

20 Abdul Hamid Mahmud, Ekonomi Zakat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), him. 1.
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Pertama, Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-
Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi,
menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus

mengembangkan harta yang dimiliki.

Kedua, Menolong, membantu dan membina kaum dhuafa (orang yang lemah
secara ekonomi) maupun mustahik lainnya kearah kehidupannnya yang lebih baik
dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan
layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran,
sekaligus memeberantas sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul ketika
mereka (orang-orang fakir miskin) melihat orang kaya yang berkecukupan

hidupnya tidak memperdulikan mereka.

Ketiga, Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi
harta. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan

ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

Keempat, Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana
yang dibutuhkan oleh umat Islam, seperti saran ibadah, pendidikan, kesehatan,
sosial dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia

(SDM) muslim.

Kelima, Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan

benar.2

21 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Cet. Il (Jakarta: Gema Insani
Press, 2002), him.10.
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b. Tujuan Zakat

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan

zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan

maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit.

Menurut M. Daud Ali dalam bukunya Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,

bahwa tujuan zakat adalah:

Membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan
hidup dan penderitaaan mereka.

Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al-Gharimin,
Ibnu Sabil, dan para mustahik lainnya.

Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat
Islam.

Menghilangkan sifat kikir bagi pemilik harta dan menghilangkan sifat
dengki dan iri bagi kaum fakir miskin.

Menghindari penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan
diatas penderitaan orang lain.

Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama
bagi yang mempunyai harta.

Mendidik manusia untuk berdisiplin  menunaikan kewajiban dan
menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.??

him.40.

22 M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: Gema Insani, 2004),
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Oleh sebab itu, segeralah kalkulasi harta anda. Jika memenuhi syarat
kewajiban zakat, segera tunaikan. Namun, dalam penghitungannya anda mesti
mengacu kepada jenis harta anda, apakah harta perdagangan, harta tunai,
peternakan, pertanian, industri, dan lain sebagainya. Semua jenis ini dihitung

dengan kalkulasi tertentu.

C. Mustahik Zakat dalam Pandangan ‘Ulama

Mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat dalam hal ini
ditujukan kepada delapan golongan atau yang disebut asnaf. Hal ini sebagaimana
diterangkan dalam al-Qur’an, sebagai berikut:

S el s GO 85 agn sl8 Adl gl 5 Lenle cplalall g pSlidll 5 ¢ jaall ciliacalllal)
23 8 ale Aol 5 ) (e my i Jaslall 5 4 S

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang 8 sasaran zakat, yakni bahwa
zakat ditujukan kepada delapan golongan. Adapun 8 golongan yang dimaksud
adalah fakir, miskin, amil, muallaf, rigab, garim, sabilillah dan ibn sabil.

a. Fakir dan Miskin.

Fakir miskin adalah orang pertama yang diberi saham zakat oleh Allah.
Menurut Sayyid Sabig, fakir dan miskin adalah orang-orang yang tidak
memperolehkecukupan hidup, lawan dari orang kaya, yaitu mereka yang dapat

mencukupi kebutuhan hidupnya.?* Sedangkan Imam asy-Syafi’i memberikan

23 At-Taubah (9): 60.

24 As-Sayyid Sabiq, Fighu al-Zakat, him. 107.
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pengertian tersendiri terhadap fakir miskin. Fakir adalah orang yang tidak
mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari
seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi
belanjanya. Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai harta atau usaha
sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi.?® Oleh
karena golongan fakir miskin ini adalah orang-orang pertama yang diberi saham
zakat oleh Allah, maka sasaran utama zakat adalah untuk menghapuskan
kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.
b. Amil zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang melaksanakan kegiatan urusan zakat
mulai dari para pungumpul sampai bendahara dan penjaganya juga mulai dari
pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat dan
membagi pada mustahignya.?® Adapun‘Amil zakat terdapat perbedaan pendapat
dikalangan para ‘Ulama fiqih, antara lain pendapat imam empat mazhab sebagai
berikut: menurut Imam Hanafi ‘Amil adalah orang yang diangkat untuk mengambil
dan mengurus zakat. kemudian menurut Imam Malik ‘Amil adalah orang yang
menjadi pencatat, pembagi, penasehat dan sebagainya yang bekerja untuk
kepentingan zakat. Sedangkan menurut Imam Hambali ‘Amil adalah pengurus

zakat, dia diberi zakat sekedar upah pekerjaannya. Dan Imam Syafi’i berpendapat

25 Sulaiman Rasjid, Figih Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo1994), him. 213.

2% yYusuf Qardhawi, Fikih Zakat (Semarang: IAIN Walisongo), him. 546.
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bahwa ‘Amil adalah semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia
tidak mendapat upah selain dari zakat itu.?’
c. Muallaf

Adapun yang dimaksud mu allaf menurut imam syafi’i terbagi dalam empat
macam: (a) orang yang baru masuk Islam, sadangkan imannya belum teguh, (b)
orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita berpengharapan kalau dia
diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam, (c) orang Islam
yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari
kejahatan kafir yang dibawah pengaruhnya, (d) orang yang menolak kejahatan
orang yang anti zakat.?® Ada yang berpendapat bahwa mu’allaf adalah kelompok
orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka
diberi zakat agar bertambah kesungguhan dalam memeluk Islam dan bertambah
keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan masuk Islam tidak
sia-sia.

d. Rigab

Rigab adalah memerdekakan budak belian, hal ini diambilkan dalam
penggalan ayat ” <& 4 &5 adapun penyaluran dana zakat pada golongan rigab
masa sekarang dapat diaplikasikan untuk membebaskan buruh-buruh kasar atau
rendahan dari belenggu majikannya yang mengeksploitasi tenaganya, atau
membantu orang-orang yang tertindak dan terpenjara, karena membela agama dan

kebenaran.

27 Sulaiman Rasjid, Figih Islam, him. 210-213.

28 1bid, him. 213.
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Ulama Figih berbeda berpendapat dalam mengartikan kata rigab, Imam
Hanafi berpendapat bahwa rigab adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya
bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lainnya.
Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa rigab adalah hamba muslim yang
dibeli dengan uang zakat dan dimerdekakan. Imam Syafi’i berpendapat bahwa
rigab adalah hamba (budak) yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus
dirinya. Dan Imam Hambali berpendapat bahwa rigab adalah hamba yang
dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang yang telah
ditentukan oleh tuannya.?®

e. Garimin

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ‘Ulama figih, antara lain
pendapat imam empat mazhab sebagai berikut: menurut Imam Hanafi ghorimin
adalah orang yang mempunyai hutang, sedangkan artanya diluar hutang tidak cukup
satu nishob. Dan ia diberi zakat untuk membayar hutangnya. Kemudian menurut
Imam Maliki ghorimin adalah orang yang berhutang sedangkan hartanya tidak
mencukupi untuk membayar hutangnya. Dan diberi zakat dengan syarat hutangnya
bukan untuk sesuatu yang fasad (jahat). Sedangkan Imam Syafi’i mempunyai
beberapa pengertian tentang ghorimin yaitu: 1) orang yang berhutang karena
mendamaikan dua orang yang berselisih. 2) orang yang berhutang untuk
kepentingan dirinya sendiri. 3) orang yang berhutang karena menjamin hutang

orang lain. Dan Imam Hambali mempunyai beberapa pengertian tentang ghorimin

29 Muhammad Jawad Mughniyah. Figih Lima Madzhab (Jakarta: Lentera Basritama, 2000),
189.
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yaitu: 1) orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang yang berselisih.
2) orang yang berhutang untuk dirinya sendiri pada pekerjaan yang mubah atau
haram tetapi dia sudah bertaubat.*

f. FiSabilillah

Fi Sabilillah adalah balatentara yang membantu dengan kehendaknya
sendiri, sedangkan dia tidak mendaptkan gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat
bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan untuk kesatuan
balatentara. Orang ini diberi zakat meskipun dia kaya sebanyak keperluannya untuk
masuk kemedan peperangan, seperti biaya hidupnya, membeli senjata, kuda, dan
alat perang lainnya.®!

Rasyid ridha mengatakan bahwa “sabilillah itu mencakup semua
kemaslahatan syar’iyyah secara umum, yang mencakup urusan agama dan
negara.”®? Menurut Zakiyah Darajat, penggunaan kata sabililldh mempunyai
cakupan yang sangat luas, dan bentuk praktisnya hanya dapat ditentukkan pada
kondisi kebiasaan waktu.®® Kata tersebut dapat digunakan dalam istilah jalan yang
menyampaikan kepada keridaan Allah baik berupa pengetahuan atau amal
perbuatan.

g. lbnu Sabil

%0 Ibid., 191.
81 Sulaiman Rasjid, Figih Islam, him. 214.
32 Asnaini, Zakat produktif, him. 59.

33 Zakiyah Darajat, Zakat Pembersih Harta dan Jiwa (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam
Ruhama, 1991), him. 82.
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Ibnu Sabil menurut ulama ialah giyasan untuk musafir, yaitu segala mereka
yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tak dapat mendatangkan belanjanya
dari kampungnya, seandainya ia orang yang berharta dikampungnya, orang kaya
dinegerinya.>* Menurut golongan Syafi’i ada dua macam, yaitu: orang yang akan
bepergian dan yang sedang dalam perjalanan, mereka berhak meminta bagian zakat
meskipun ada yang menghutanginya dengan cukup. Menurut golongan ini ibnu
sabil diberi dana zakat untuk nafkah, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan
untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.® Zakiyah Darajat memasukkan
dalam golongan ini adalah para penuntut ilmu yang jauh dari orang tua dan

kehabisan bekal dalam rantauannya.®

D. Zakat Produktif dalam Pasal 27 Undang-Undang No.23 Tahun 2011.

Zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan
berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata
zaka-yazkii-zakah. Oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah,
tumbuh, bersih, baik, dan bertambah.3” Secara terminologi zakat adalah pemilikan

harta yang dikhususkan kepada penerimanya dengan syarat-syarat tertentu.®

34 T M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, him. 199.

% Muhyiddin Abil Zakariya Yahya bin Syaf an-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab
(ttp.: tnp., t.t.), him. 227.

3 Zakiyah Darajat, Zakat, him. 82.

37 Fakhruddin, Figih dan Manajemen Zakat di Indonesia, cet.1 (Malang: UIN-Malang
Press, 2008), him. 13.

% 1bid., him 16.
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Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu “productive”
yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.3® Dalam penjelasan
undang-undang No. 23 tahun 2011 dijelaskan bahwa zakat produktif adalah usaha
yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan
masyarakat.*

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian produktif merupakan kata yang
disifati oleh kata zakat. Sehingga yang dimaksud zakat produktif adalah
pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai
efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini
dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu
mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

Dalam hal pendayagunaan zakat ini pemerintah telah membuat aturan atau
tata cara Pengelolaan Zakat yang dimuat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011
yang menyempurnakan Undang-undang mengenai Zakat sebelumnya vyaitu
Undang-undang No. 38 Tahun 1999. Undang-undang No0.38 Tahun 1999 masih
berlaku selagi tidak bertentangan dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011.
Peraturan mengenai pendayagunaan Zakat ini diatur dalam Bab V tentang
Pendayagunaan Zakat Pasal 16 dan 17 Undang-undang No.38 Tahun 1999 dan Bab
I11 Bagian Ketiga tentang Pendayagunaan Pasal 27 Ayat 1-3 Undang-undang No.23
Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Bunyi Pasal tersebut adalah sebagai

berikut;

39 M. Ali Hasan, Masail Fighiyah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), him. 41.

40 Penjelasan pasal 27 atas Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
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1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka
penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha
produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Penjelasan atas pasal 27 Undang-Undang No0.23 Tahun 2011 tentang
pengelolaan zakat tersebut: Ayat (1) Yang dimaksud dengan "usaha produktif”
adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan
kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat”
adalah peningkatan sumber daya manusia. Ayat (2) Kebutuhan dasar mustahik
meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Ayat
(3) Cukup jelas.

Terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang
No0.23 Tahun 2011 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, menjadi
acuan yuridis dalam memaksimalkan pengelolaan zakat. Ada dua agenda strategis
yang harus dilakukan Kementerian Agama setelah dikeluarkannya PP ini, yaitu
sosialisasi PP dan membuat regulasi turunannya. Dari ketentuan yang tercantum
dalam PP, sedikitnya tujuh regulasi setingkat peraturan menteri yang sudah harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat satu tahun sesuai batas waktu yang

disebutkan dalam PP.
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Ada tujuh PMA yang harus ditindaklanjuti, yaitu: (1) Peraturan Menteri
Agama (PMA)tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat
Fitrah; (2) PMA tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;(3) PMA
tentang Pembentukan Tim dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota BAZNAS;(4)
PMA tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat dan
Unit Pelaksana BAZNAS;(5) PMA tentang Pembentukan Organisasi BAZNAS
provinsi; (6) PMA tentang Pembentukan Organisasi BAZNAS kabupaten/kota;(7)
PMA tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif BAZNAS dan LAZ.#

Peraturan-peraturan inilah yang bakal menjadi acuan pengelolaan zakat
untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
Pedoman pengelolaan zakat tersebut memuat norma, standar dan prosedur dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan, pendistribusian dan
pendayagunaan zakat di tanah air. Bahkan kementrian Agama sudah menyusun
Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang pendayagunaan zakat untuk usaha
produktif, meskipun rancangan ini masih belum mempunyai ketentuan hukum tetap
tetapi bisa menjadi pengantar hukum untuk menjalankan pengelolaan zakat
produktif. Rancangan Peraturan Menteri Agama tersebut yaitu terdapat dalam pasal
9 dan pasal 10, bahwa:

Pasal 9
1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka

penanganan fakir miskin dan pebingkatan kualitas umat.

4 http://Kementerian Agama Segera Tindaklanjuti Peraturan Pemerintah Tentang Zakat _
Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.htm, akses 15 Juni 2015.
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2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pasal 10

1) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan :

a.

C.

hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik dan kelayakan
usahanya.

memdahulukan mustahik yang paling tidak berdaya secara ekonomi dan
sangat memerlukan bantuan usaha.

mendahulukan mustahik di wilayahnya.

2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif berdasarkan persyaratan:

a.

b.

C.

apabila kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi dan masih ada
kelebihan dana zakat.
terdapat usaha nyata yang menguntungkan.

bentuk usaha sesuai syariat Islam.

3) Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai berikut :

a.

b.

melakukan studi kelayakan;

menetapkan jenis usaha produktif;

melakukan bimbingan dan penyuluhan;

melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
mengadakan evaluasi; dan

membuat laporan.*?

“2http://www.forumzakat.net/download/DRAFT%20PMA%20UU%20P%20ZAKAT %20
BARU.pdf, akses 14 maret 2015.


http://www.forumzakat.net/download/DRAFT%20PMA%20UU%20P%20ZAKAT%20BARU.pdf
http://www.forumzakat.net/download/DRAFT%20PMA%20UU%20P%20ZAKAT%20BARU.pdf
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BAB Il

IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DI LAZNAS DOMPET PEDULI
UMMAT DAARUT TAUHIID YOGYAKRTA

A. Profil LAZNAS DPU-DT

Dompet Peduli Ummat (DPU-DT) merupakan lembaga nirlaba milik
masyarakat yang bergerak dibidang penghimpunan (fundraising) dan
pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) serta dana lainnya yang halal
dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Didirikan pada 16
Juni 1999 oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) sebagai bagian dari Yayasan
Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional dan

Akuntabel.

Latar belakang berdirinya DPU-DT adalah melihat Indonesia sebagai
negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat
yang amat besar. Hanya saja, persentase masyarakat yang memiliki kesadaran
menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan masih relatif kecil dibanding

dengan potensi zakat di Indonesia per tahun yang mencapai 19 trilyun rupiah.

Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah belum optimalnya penggunaan
dana zakat ini. Kadang, penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian
bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima dana. DPU-

DT berusaha untuk mengatasi hal-hal tersebut. Selain berusaha membangkitkan
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kesadaran masyarakat terhadap zakat, DPU-DT juga berusaha menyalurkan dana
yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha
mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya

menerima zakat menjadi pemberi zakat.

Berawal dari Rapat Pengurus Yayasan bahwa perlu ada peningkatan kinerja
Badan Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) secara profesional. Untuk itu,
diperlukan juga strategi-strategi baru yang efektif dan efisien dalam mengelola dana
yang dihimpun dari ZIS, sehingga pada gilirannya dapat menjadi suatu kekuatan
ekonomi masyarakat. Berangkat dari hal ini, maka Yayasan Daarut Tauhiid

memutuskan untuk mendirikan Dompet Peduli Ummat (DPU).

DPU-DT secara efektif menjalankan aktivitasnya pada tanggal 16 Juni
2000, dengan berbasiskan database, dimana setiap donatur mempunyai nomor dan
kartu anggota sehingga kepedulian dan komitmen donatur dapat terukur. Dari aspek
legal formal, DPU-DT dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah Jawa
Barat olen Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2002. dengan SK No:
451.12/Kep. 846-YANSOS/2002. Kiprah DPU DT pun mendapat perhatian
pemerintah pusat, dalam waktu yang cukup singkat sejak masa berdiri DPU-DT,
dan menjadi LAZDA, sudah berhasil menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional,
LAZNAS, sesuai dengan SK Menteri Agama no 410 tahun 2004 pada tanggal 13

Oktober 2004.

Setelah menjadi LAZNAS, DPU-DT mengembangkan jaringan hingga

mencapai delapan kota, yakni: Jakarta, Bogor, Tasikmalaya, Garut, Semarang,
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Yogyakarta, Lampung dan Palembang. Disamping itu memiliki ratusan jaringan

kerja program pendayagunaan dari Sabang sampai Papua.t

B. Sejarah,Visi dan Misi LAZNAS DPU-DT Yogyakarta

a. Sejarah Singkat

Sejarah berdirinya LAZNAS Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid
Yogyakarta berawal dari musibah gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada
tanggal 27 mei 2006. Pada saat terjadi musibah tersebut, DPU-DT pusat
mengirimkan beberapa relawan yang terdiri dari GEMANUSA (Gerakan
Membangun Nurani Bangsa), pada dasarnya GEMANUSA ini sudah ada di
Yogyakarta sebelum musibah gempa itu terjadi. Kemudian gerakan inilah yang
menjadi cikal bakal lahirnya DPU-DT cabang Yogyakarta. GEMANUSA ini
memberikan bantuan tenaga dan logistik serta bertugas untuk membuka akses
bantuan, mendirikan posko darurat dan asesment data. Posko GEMANUSA
didirikan di jalan Imogiri Timur KM. 9, Dusun Jati RT. 01 Kelurahan Wonokromo,
Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta. Pada masa tanggap darurat atau

emergency, Posko Darurat GEMANUSA ini bertempat di Puskesmas Pleret.

Pada tahun 2007, DPU-DT resmi didirikan di Yogyakarta. Dan mulai
menjalankan tugasnya pada bulan april 2007 yang bertempat di sebuah ruko lantai
2 dan 3 Jalan KH. Wakhid Hasyim No 55B Kelurahan Notoprajan, Ngampilan

Yogyakarta yang dikepalai oleh Bapak Edwar Suhendar dengan staf-staf yang

! http://dpudt.daaruttauhiid.org/profil, Akses 27 februari 2015.


http://dpudt.daaruttauhiid.org/profil
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sebagian besar diambil dari peserta GEMANUSA tersebut. Setelah didirikan DPU-
DT cabang Yogyakarta ini, program bisa berjalan secara continue terutama dalam
program-program penyaluran namun belum bisa mandiri dalam artian masih
menerima bentuk bantuan dari DPU-DT pusat namun di tahun 2010 DPU-DT
Yogyakarta sudah dimandirikan dalam artian penghimpunan dana dan sebagainya

sudah dilakukan secar mandiri.

Pada tanggal 1 April 2008 DPU-DT Yogyakarta pindah ke Jalan H Agus
Salaim No 56 A, Kelurahan Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta. Letak lembaga
ini memang terbilang strategis. Lokasi LAZNAS DPU-DT Yogyakarta dari Alun-
alun utara yogyakarta ke barat kurang lebih 500 meter dan terletak disebelah utara
jalan. Pada tahun 2009 Lembaga ini berganti kepemimpinan yang digantikan oleh
Bapak April Purwanto yang mulai aktif menjalankan tugasnya pada bulan Januari
2009 hingga bulan april 2014. Kemudian di tahun itu juga berganti kepemimpinan

oleh Bapak Nur Ikhsan Bashori hingga sekarang.?

b. Visi dan Misi

Visi dan Misi DPU-DT, Visinya yaitu menjadi model lembaga amil zakat
nasional (LAZNAS), yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan
daerah operasi yang merata. Adapun untuk mencapai visi tersebut DPU-DT
mempunyai misi yaitu mengoptimalkan potensi umat melalui zakat infag dan

shodagah dan wakaf (ZISWA) untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang

2 Wawancara dengan Bpk. Nur Ikhsan Bashori, Kepala cabang DPU-DT Yogyakarta, Tanggal
2 Maret 2015.
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ekonomi, pendidikan, dakwah, dan sosial menuju masyarakat yang mandiri. Oleh
katena itu DPU-DT memiliki motto yang mengerakannya yaitu membersihkan dan

memberdayakan.®

C. Praktik dan Problematika Pengelolaan Zakat Produktif

Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta merupakan Lembaga
Amil Zakat Nasional yang telah berkekuatan hukum tetap yang bertugas untuk
pemberdayaan zakat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-
undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun sistem
pemberdayaan tersebut bertujuan mengembangkan potensi masyarakat dalam
program pemberdayaan ZIS (Zakat, Infag dan Shadagah) sesuai dengan visi dan
misi DPU-DT, sebagai LAZNAS dengan area operasi yang merata di seluruh
wilayah dan model pemberdayaan yang dapat dikembangkan di daerah lain dengan
nilai manfaat yang tinggi bagi masyarakat, dengan tujuan akhir menjadikan
mustahik mandiri. Untuk itu pemberdayaan haruslah dilakukan secara profesional,
multi efek dan dapat dipertanggungjawabkan.*

LAZNAS DPU-DT Yogyakarta mengalokasikan dana-dana yang telah
dihimpun dalam beberapa program termasuk dalam program pengelolaan zakat
produktif. Alokasi dana untuk usaha produktif ini adalah 30% dari hasil

penghimpunan dana yang diperoleh disetiap tahunnya sisanya untuk biaya di

3 Dokumentasi ““ Visi, Misi, dan Motto”, Data diambil tanggal 2 Maret 2015 di LAZNAS
DPU-DT Yogyakarta.

4 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, No/ 291 tahun 2000. Pasal 14 ayat 4.
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bidang pelayanan umat, kesehatan pendidikan dan lain sebagainya.® Pengelolaan
zakat produktif inilah yang menjadi program unggulan di LAZNAS DPU-DT dan
berharap menjadi solusi yang cemerlang bagi masyarakat kecil di pedesaan.
Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh LAZNAS DPU DT dalam pengelolaan
zakat produktif ini adalah:
1. Perencanaan

Tahap ini merupakan tahap awal dalam memulai program zakat produktif
yaitu dengan melakukan survey langsung maupun tidak langsung ke lokasi dan
mendata secara terperinci dari berbagai aspek, baik aspek tempat, kriteria calon
penerima program, ekonomi, sosial, agama maupun aspek lainnya sebagaimana
form yang telah terlampir, untuk mendapatkan data yang akurat sehingga sesuai
dengan target mustahik yang dituju dan sangat memerlukan bantuan usaha.

Dalam menentukan seseorang apakah dia tergolong sebagai mustahik
(orang yang berhak menerima zakat) ataukah tidak memang dibutuhkan
pengamatan (ijtihad) yang sangat mendalam, khususnya kriteria mustahik fakir atau
miskin, karena fakir atau miskin adalah kriteria mustahik yang paling dominan di
negri ini dan menjadi prioritas dalam penyaluran zakat. Tidak cukup hanya dengan
pengakuan secara formal lalu seseorang diyakini sebagai fakir atau miskin dan
berhak menerima zakat namun harus dipastikan bahwa secara hitungan kebutuhan
wajar (pokok), ia benar-benar tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Tidak bisa

hanya dengan membawa selembar surat keterangan tidak mampu dari kelurahan,

> Wawancara dengan Bpk. Amri Widodo, Manajer Pendayagunaan LAZNAS DPU-DT
Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2015
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atau hanya sekedar keterngan lisan (pengakuan) dari orang tersebut lalu ia
dikatakan sebagai seorang fakir atau miskin, tanpa dilhat aspek lain yang terkait

dengan kehidupan kesehariannya.®

“Untuk DTM atau program pemberdayaan lainnya itu berawal dari data,
data itu ada dua, ada yang data itu berupa pengajuan dan ada yang survey langsung
kelokasi, yang survey langsung kelokasi harus disurvey terlebih dahulu kondisi
alam sekitar, kemudian dari segi lingkungan baru kondisi warga atau orangnya itu
sendiri dan kebanyakan dari pengajuan.”’

“Iya dari MiSykat sebelumnya ada survey, wawancara, dan lain sebagainya.
Yaa seginya banyak hampir menyeluruh, seperti yang ada di form, dimulai dari segi
ekonominya kondisi rumahnya dan lain sebagainya.”®

2. Pelaksanaan
Setelah melakukan tahap perencanaan dengan mempertimbangkan segala
aspek terutama aspek ekonomi, maka tahap selanjutnya adalah tahap pemberian
modal dalam bentuk usaha, modal ini merupakan dana sisa dari zakat dan diberikan
setelah kebutuhan dasar mereka terpenuhi® dan dilaksanakan dalam bentuk
pengaplikasian program. Program zakat produktif ini tertuang dalam dua program
yaitu:

a. MiSykat

¢ Kuntarno Noor Aflah (ed.), Zakat dan Peran Negara (Jakarta: Forum Zakat (FoZ), 2006),
him .148.

" Wawancara dengan Bpk. Amri Widodo, Manajer Pendayagunaan LAZNAS DPU-DT
Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2015

8 Wawancara dengan Bu yhuroh, Divisi MiSykat LAZNAS DPU-DT Yogyakarta, Tanggal
17 Maret 2015.

® Wawancara dengan Bpk. Amri Widodo, Manajer Pendayagunaan LAZNAS DPU-DT
Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2015.
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MiSykat adalah Microfinance Syari’ah Berbasis Masyarakat, Program
MiSykat ini merupakan program unggulan LAZNAS DPU-DT dalam bentuk
pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan
berkesinambungan. Secara deskriptif kegiatan ini merupakan bentuk penyaluran
dana zakat dan sedekah berupa bantuan modal serta pelatihan kepada ibu-ibu yang

ingin membuka usaha maupun yang sudah mempunyai usaha.

“MiSykat itu kepanjangannya dari Microfinance Syari’ah Berbasis
Masyarakat, kita kan mengalokasikan pemberdayaan dari zakat produktif, jadi
mikro kan dimulai dari yang kecil, syariah harapannya sesuai syariah dan basisnya
kemasyarakat gitu.”°

Misi dari program MiSykat adalah :

a) Meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga anggota

b) Mengoptimalkan potensi anggota menuju kemandirian

¢) Meningkatkan produktivitas, perubahan pola pikir dan kinerja an ggota
d) Membudayakan pola hidup hemat dan menabung

Meningkatkan akses jaringan, keterampilan dan usaha anggotal?

MiSykat sendiri merupakan lembaga keuangan mikro untuk orang-orang
miskin yang dananya berasal dari zakat, infak, dan sedekah; yang dikhususkan
untuk pemberian dana modal usaha kaum dhuafa. Mereka yang mendapatkan modal

dari MiSykat lantas diharuskan membuka usaha atau bisnis secara mandiri.

10wWawancara dengan Bu yhuroh, Divisi MiSykat LAZNAS DPU-DT Yogyakarta, Tanggal
17 Maret 2015.

11 Dokumentasi “Misi Program MiSykat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid”, data
diambil tanggal 2 Maret 2015 di kantor LAZNAS DPU DT Yogyakarta.
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Sehingga program MiSykat memiliki ciri khas dan keunggulan tersendiri

diantaranya yaitu :

a) Memiliki Strategi menghadapi kredit macet
b) Pembinaan yang seimbang antara ukhrowi dan duniawi
¢) Sumber dan program MiSykat berbasis Syariah (dana zakat)
d) Memiliki jenjang pendidikan yang terstruktur memiliki kurikulum materi
pendampingan.
e) Perubahan karakter BaKu (Baik dan Kuat).
f) Program mudah
g) Program berkesinambungan bukan charity.
h) Memiliki asset produktivitas (tabungan berencana) dan asset permodalan
(dana bergulir).
1) MiSykat merupakan organisasi mustad afin.
J) Model akad bermuara pada syari’ah.
k) Memiliki tahapan akad (Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah).
MiSykat yang di mentori LAZNAS DPU-DT Yogyakarta berada di dua
daerah yaitu daerah Bantul dan Yogyakarta. Untuk wilayah Bantul terdapat di
wilayah Wonokromo Pleret Bantul dan wilayah Sanggrahan Sanggrahan Bantul.
Kemudian untuk wilayah Yogyakarta terdapat di wilayah Gendingan Ngampilan

Yogyakarta yang kemudian terbagi dalam beberapa Majlis di masing-masing
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wilayah dan di tahun 2015 ini peserta MiSykat akan ditambah lagi di daerah Kulon
Progo.'?

b. DTM (Desa Ternak Mandiri)

Desa Ternak Mandiri adalah program yang bergerak dibidang pembesaran
atau penggemukan dan pembibitan hewan ternak. Hewan ternak untuk saat ini
adalah dalam bentuk hewan kambing. Program penggemukkan dan pembibitan
hewan ternak ini sasarannya adalah peternak yang tidak memiliki penghasilan tetap
dan termasuk dari kelompok keluarga dhuafa khususnya bagi kepala keluarga.
Program dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan hewan ternak yang berkualitas
sampai pada proses pemasaran melalui program pendampingan yang intensif dan

berkesinambungan.

“harapannya dari kantor sendiri dari program DTM ini bisa

memberdayakan, jadi zakat itu bisa bermanfaat bagi masyarakat dhuafa dan itu ada

pembinaan 1 minggu sekali sampai mereka mandiri minimal sampai 3 tahun”.*®

Seacara deskripsi program ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian hewan
dan pembuatan kandang kelompok, penyuntikan vitamin hewan secara berkala,
sehingga kedepannya mampu meningkatkan daya saing pasar bagi produk-produk
peternakan dengan meningkatkan manajemen mutu pengelolaan dan hasil menjadi
hewan ternak yang berkualitas. Dalam program DTM, ternak yang diberdayakan

berupa hewan kambing yang dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan dan

2\wawancara dengan Bu yhuroh, Divisi MiSykat LAZNAS DPU-DT Yogyakarta, Tanggal
17 Maret 2015.

13 Wawancara dengan Bpk. Amri Widodo, Manajer Pendayagunaan LAZNAS DPU-DT
Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2015.
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penggemukan hewan, serta dalam proses pendistribusian dibagi hasil masing-

masing 50% antara peserta dengan LAZNAS DPU-DT.

Program DTM ini sedikit banyaknya membantu meskipun program ini tidak
bisa menjadi mata pencaharian yang pokok bagi para peserta, tetapi secara umum
bisa membantu ekonomi keluarga, baik secara materi maupun non materi.** Pada
dasarnya dalam program DTM ini para peserta bisa menabung sedikit demi sedikit
baik tabungan secara kelompok ataupun individu dari hasil program ini untuk
jangka ekonomi kedepannya seperti untuk biaya kerusakan kandang kambing
kelompok, menabung untuk membuat kandang kambing secara individu untuk
penambah penghasilan ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Samapai saat ini

tabungan kelompok kurang lebih Rp. 1.200.000.%

Program DTM ini memiliki orientasi kedepannya agar supaya responden
yang tadinya mustahik menjadi muzaki kemudian mandiri dengan memiliki hewan
ternak sendiri, dapat membuka lapangan kerja baru, menjadi entrepreneur yang
berakhlak mulia dan lepas dari gaaris kemiskinan. Adapun tujuan diadakannya

Progam DTM ini diantaranya adalah:

a. Mengurangi Pengangguran, kita tahu saat ini kesulitan para dhuafa’ adalah
mencari pekerjaan, jangankan para dhuafa’ bahkan para sarjana pun, sangat
sulit mencari pekerjaan. Oleh karena itu Progam DTM ini hadir dalam

rangka mengurangi pengangguran yang ada di Masyarakat Pedesaan.

14 Wawancara dengan Bapak Swandi, Bendahara Kelompok DTM, Tanggal 5 April 2015.

15 Wawancara dengan Bapak Zahrowi, Ketua kelompok DTM, Tanggal 5 April 2015.
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b. Terpenuhnya Kebutuhan Sandang Papan dan pangan, kita tahu bahwa
semakin bertambah hari kebutuhan pokok masyarakat semakin meningkat
sedangkan harga kebutuhan tersebut juga meningkat. oleh karena itu DTM
hadir ke tengah masyarakat, yang mana hasil dari progam DTM ini bisa
mensejahterakan masyarakat yang ada di sana.

c. Keluar dari garis kemiskinan, inilah harapan utama dari pada Lembaga Amil
Zakat DPU-DT vyaitu dari Mustahik Zakat menjadi Amil Zakat.

d. Menambah pengahsilan peternak, hasil tambahan inilah yang akan menjadi
modal utama para peternak untuk tetap melangsungkan kesejahteraan hidup
yang lebih baik lagi.

e. Adanya pendapatan tetap, diharapkan dengan pendapatan tetap ini para
peternak mampu keluar dari garis kemiskinan.®
DTM ini merupakan program unggulan LAZNAS DPU-DT Yogyakarta

yang sampai saat ini memiliki empat titik wilayah. Untuk daerah Bantul yaitu
tardapat di daerah Srandakan Bantul dan terdapat 1 kelompok kemudian daerah
Dlingo Bantul dan terdapat 7 kelompok. Kemudian untuk wilayah Gunung Kidul
terdapat di daerah Tanjung sari Gunung Kidul dan Bankan Karangmojo Gunung
Kidul namun u ntuk daerah Gunung Kidul ini belum memiliki hewan ternak dan

baru dialokasikan hewan ternak pada bulan April 2015.%

3. Pengkoordinasian

16 Wawancara dengan Bpk. Amrih Widodo, Manajer Pendayagunaan LAZNAS DPU-DT
Yogyakarta, Tanggal 2 Maret 2015.

17 1bid., Tanggal 2 Maret 2015.
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Tahap ini merupakan tahap bagaimana mengatasi kegagalan yang
kemungkinan terjadi dalam usaha, baik karena faktor usahanya sendiri, misalnya
kelemahan aspek produksi, pemasaran, faktor eksternal seperti cuaca, hilangnya
tempat usaha atau yang paling banyak adalah faktor internal mustahik sendiri.
Rendahnya motivasi berusaha, ketidak disiplinan dalam penggunaan dana, dan
keinginan untuk mendapatkan hasil secara cepat (instan) merupakan sebagian dari
penyebab kegagalan program pendayagunaan ekonomi. Solusi untuk problem
tersebut adalah adanaya pendampingan kepada mustahik yang tidak hanya
membantu dalam aspek teknis usaha, namun yang lebih penting adalah membantu

mengubah mental mustahik.®

Pada tahap ini dilakukan pendmpingan secara berkala yaitu perpekan
sebagaimana aturan yang telah ditetapkan oleh LAZNAS DPUDT sendiri.
Mengenai pendampingan, terdapat empat tahapan proses pendampingan. Tahap
pertama adalah tahap perintisan dan penumbuhan. Dalam tahap ini terjadi proses
penumbuhan rassa saling percaya antar anggota kelompok, serta membangun
konsensus-konsensus atau komitmen bersama yang diharapkan dapat mendorong
terjadinya kesadaran mengenai pentingnya berswadaya. Hal ini menyangkut
penyadaran diri, penyadaran pentingnya kelompok dan cara berkelompok,

penyadaran pentingnya pencatatan, penyadaran pentingnya manajemen,

18 Kuntarno Noor Aflah (ed.), Zakat dan Peran Negara, him. 128.
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penyadaran pentingnya pembuatan kelayakan usaha, penyadaran pentingnya

pengelolaan rumah tangga (home meanagement).®

Tahap pendampingan kedua, adalah tahap penguatan. Dalam tahap ini,
terjadi beberapa penguatan yang perlu dilakukan. Salah satunya adalah penguatan
usaha masyarakat yang meliputi menejemen usaha, penanganan produk dan
teknologi produksi. Penguatan lainnya adalah penguatan manajemen organisasi.
Masyarakat mitra program pemberdayaan diharapkan untuk mampu memahami
mengenai tertib pencatatan, kepemimpinan dan rotasi pengurus, pemahaman peran,
fungsi dan tanggung jawab dalam organisasi. Selain itu, dalam tahap penguatan,
masyarakat juga dibantu untuk mampu membangun jaringan dengan baik. Jaringan
dimaksud adalah menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak lain dalam
akses pemasaran dan akses informasi. Selanjutnya penguatan yang perlu dilakukan
adalah penguatan pemodalan. Hal ini meliputi kegiatan penghimpunan dan
pengelolaan dana, membangun akses pelayanan keuangan dengan lembaga

keuangan.

Tahap keempat dalam pendampingan adalah tahap pemandirian. Dalam
tahap ini, masyarakat mitra program pengembangan diharapkan telah memiliki
kemampuan untuk memastikan usaha mereka tetap stabil dan memiliki produk
bermutu yang telah terstandarisasi. Selain itu, mereka juga mampu menerapkan tata
laksana (good governance) dan manajemen lembaga yang mantap yang didukung

legalitas kelembagaan komunitas. Selain itu, mereka juga bisa membangun jaringan

19 Noor Aflah, Arsitektur Zakat Indonesia (Depok: Ul-Press, 2009), him. 168.
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dengan multistake-holder dalam akses pemasaran, informasi, dan pelaayanan
keuangan serta mampu membuat lembaganya memiliki kemampuan pembiayaan
operasional.?® Dalam pendampingan yang seyogiyanya dari LAZNAS DPU-DT
Yogyakarta sendiri memberikan materi yang berkaitan dengan kewirausahaan,
leadership, manajemen keuangan, dan juga pengetahuan kerohanian (agama) untuk
memotivasi para peserta program. Sehingga setelah mereka dimandirikan
harapannya mereka merasa punya tanggung jawab dan kewajiban untuk membantu
berjalannya program-program pemberdayaan yang dikembangkan oleh LAZNAS

DPU-DT Yogyakarta.

“Jadi aturannya itu bimbingan seminggu sekali seperti itu, itu aturan masjid.
Tapi karena bapak-bapak itu punya kesibukan masing-masing jadi biasanya satu
bulan sekali, kalau pemantauan waktuya biasanya siang kalau pembinaan malam.
Kalau ada pamantauan, jenis yang harus di pantau dari segi kambingnya sehat atau
enggak kemudian kambingnya gemuk atau enggak kemudian diberimakan atau
enggak, kemudian dari segi kandangnya bersih atau tidak bersih atau kandangnya
harus diperbaiki seperti itu.” 2*

“pendampingan itu perpekan, sepekan sekali. Kalau yang belum
dimandirikan perpekan sekali, udah ada 3 majlis di pleret yang udah dimandirikan,
secara pendampingan sudah, tapi untuk silaturahmi tetep berjalan kadang sebulan
sekali kayak gitu, dipekanan pendampingan selain pemantauan, juga laporan
keuangan dan sebagainya, untuk evaluasi juga pas pendampingan itu jdi perpekan
sekalian laporan perpekanan gitu.”??

Pada tahap ini juga dilakukan evaluasi setiap pekan sekali bersamaan

dengan laporan keuangan kelompok. Tujuan dari evaluasi ini agar lebih mudah

20 |bid, hlm. 177.

2L Wawancara dengan Bpk. Amri Widodo, Manajer Pendayagunaan LAZNAS DPU-DT
Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2015.

22 \Wawancara dengan Bu yhuroh, Divisi MiSykat LAZNAS DPU-DT Yogyakarta, Tanggal
17 Maret 2015.
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dalam menjalankkan setiap program baik secara materil maupun moril.Z Sistem
pengawasan dan evaluasi program pemberdayaan yang baik bagi Lembaga Amil
Zakat adalah dengan melibatkan masyarakat target. Disamping dapat menekan
biaya, pelibatan aktif dalam sistem pengawasan dan evaluasi tersebut juga dapat

membantu masyarakat untuk semakin mandiri dan bertanggung jawab.?*

4. Pendayagunaan
Hasil akhirnya adalah terlaksananya keberlangsungan dan kemandirian
penerima manfaat program (mustahik) karena kemandirian adalah suatu konsep
yang sering dihubungkan dengan karya sosial. Dalam konsep ini individu maupun
masyarakat menjadi subyek bukan sasaran bantuan. Padahal mestinya satu-satunya
tujuan hidup bagi golongan miskin hanyalah menyelamatkan diri dari tekanan

hidup dengan jalan berusaha sendiri.

Peserta yang sudah cukup berdaya dan mengalami peningkatan dalam
ekonomi, kemudian dimandirikan; sekaligus membuktikan bahwa pendampingan,
pelatihan, dan pembinaan yang diterimanya itu bermanfaat dan bisa diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga dianjurkan untuk berbagi dan membantu
kaum dhuafa atau mereka yang belum berdaya dengan menjadi donatur. Sehingga
hal ini sesuai dengan tujuan program ini yaitu memandirikan peserta sehingga yang

semula seorang penerima zakat menjadi seorang yang berzakat.

23 Wawancara dengan Bpk. Amri Widodo, Manajer Pendayagunaan LAZNAS DPU-DT
Yogyakarta, Tanggal 12 Maret 2015

24 Noor Aflah, Arsitektur Zakat Indonesia, him. 171.
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Keberhasilan pendayagunaan zakat di bidang ekonomi ini dapat diraih
apabila ada program yang terencana mulai dari penentuan Kriteria penerima
program, pelaksanaaan dan monitoringnya keberhasilan pesertanya. Dengan
perencanaan yang jelas dan monitoring yang berkelanjutan, diharapkan dampak
pendayagunaan zakat di bidang ekonomi terhadap penanganan fakir miskin dan
peningkatan kualitas umat dapat terukur dengan jelas. Dengan kata lain
penghimpunan zakat yang optimal harus didayagunakan secara komperhensif,
memperhatikan aspek ekonomi makro dan mikro sehingga memberikan benefit

optimal, khususnya membantu dunia usaha bagi kalangan mustahik.?®

Dampak yang dirasakan ini adalah beberapa peserta program MiSykat yang
telah dimandirikan sejak tahun 2009, meskipun telah dimandirikan namun program
MiSykat ini masih terus berjalan sampai saat ini kemudian dari beberapa peserta
program DTM juga yang sudah melaksanaan program ini selama 4 tahun. Bebarapa
dari peserta MiSykat sebelum mengikuti program ini mereka menggeluti beberapa
usaha namun karena kurang modal akhirnya sedikit terkendala. LAZNAS DPU-DT

Yogyakarta hadir memberikan modal dari dana zakat untuk modal usaha.

Beberapa bidang usaha yang peserta MiSykat geluti diantaranya: usaha
pengrajin batik, produksi peyek, produksi batu bata, kerajinan payet, bordiran dan
beberapa bidang usaha lainnya dan melalui program ini bisa membantu atau bahkan
mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Karena hasil dari beberapa

bidang usaha seperti pengrajin batik, bordir, batu bata dan yang lainnya mampu

25 Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Moderen, him. 135.
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memberdayakan orang disekitarnya bahkan ada yang memiliki 20 karyawan atau
bahkan yang dulu hanya memproduksi peyek sekarang mampu membuka usaha

cetering dan memberdayakan beberapa karyawan juga.?®

Peningkatan kualitas masyarakat tidak hanya dari segi ekonomi saja, dari
segi sosialpun terdapat perubahan yang signifikan karena melalui program
pendampingan yang berkala setiap peserta akan saling tatap muka dengan peserta
lainnya. Dan keadaan ini akan terasa berbeda apabila jarang berkumpul diantara
satu sama lainnya. Hal inilah yang menimbulkan keeratan sosial diantara satu
dengan yang lainnya. Berbada dengan yang dahulu sebelum ada program ini,
meskipun sering tatap muka tetapi kesadaran sosial masih dirasa kurang karena

mungkin belum ada wadah yang mewadahi pertemuan.?’

Dari segi agamapun ada peningkatan karena setiap pendampingan tidak
hanya diisi dengan laporan-laporan keuangan kelompok atau laporan lainnya, tetapi
diisi juga dengan mambaca doa harian bersama, hafalan surat-surat pendek,
membaca surat yasin, juga ditambah dengan ilmu pengetahuan agama Islam
lainnya. Sehingga hal ini dirasa oleh para peserta adalah sebuah peningkatan dari

segi agama, berbeda dengan yang dulu sebelum ada program ini.?

2% \Wawancara dengan Bu Laila Ruchiana, peserta MiSykat, Tanggal 24 Maret 2015.

27 Wawancara dengan Bu Yeni Uswatun Chasanah, peserta MiSykat, Tanggal 24 Maret
2015.

28 Wawancara dengan Bu Jumiyati, peserta MiSykat, Tanggal 24 Maret 2015.
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BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH
LAZNAS DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID
YOGYAKARTA TAHUN 2014

A. Dari Segi Normatif

Mengkaji secara normatif bentuk pendistribusian zakat dengan cara

produktif selalu berlandaskan pada surat at-Taubah ayat 60:

135\5;&1;41\}41\QAL4J§M\ R g ) o
Disamping surat At-Taubah, hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari

Salim bin Abdullah bin ‘Umar dari bapaknya ‘Umar bin Khattab juga sering

menjadi dasar hukum bagi sebagian ‘Ulama.

Jsis elaall dic &) iy Aladll (g yae sy OIS alug 4gle A Lia il Jsas )y 0o

o3 talug adde Al Lo ) Jguy ad JE8 ¢ e 4] 31 ) Jsy b adaed 1 e 4l

Sa Y Ly coddd Jile Vg o pia e il g Jladl 138 (e el Loy cdy Bacal o) 4l gaid
2elisa ol gy cludi 42

Al-Qur’an dan al-Hadits tersebut tidak menyebutkan secara tegas tentang

cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat

L At-Taubah (9): 60.

2 Imam Abi Khusain Muslim, Sahih Muslim, Juz | (Beirut: Dar Al-Kitab Al-limiyah, 1993),
hadits 1045.
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dikatakan tidak ada dalil nagli dan sarih yang mengatur tentang bagaimana
pemberian zakat itu kepada para mustahik. Surat at-Taubah ayat 60 oleh sebagian
besar ‘ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini
hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan dan tidak menyebutkan

cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.?

Teori hukum Islam menunjukan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah
yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur’an atau petunjuk yang ditinggalkan oleh
Nabi saw, penyelesaiannya adalah dengan metode ljtihad. Ijtihad atau pemakaian
akal dengan tetap berpedoman pada al-Qur’an dan Hadits. Dalam sejarah hukum
Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah al-Qur’an
dan Hadits. Apalagi problematika zakat tidak pernah absen selalu menjadi topik
pembicaraan umat Islam, topik aktual dan akan terus ada selagi umat Islam ada.
Fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan
dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial,
ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa.*

Disamping itu zakat merupakan sarana, bukan tujuan karenanya dalam
penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus ma’qul al-ma’na, rasional, ia
termasuk bidang fikih yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi
dan situasi serta senafas dengan tuntutan dan perkembangan zaman, (kapan dan

dimana dilaksanakan). Menurut Ibrahim Hosen, hal demikian adalah agar tujuan

3 Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), him.77.

* 1bid., him.78.
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inti pensyari’atan hukum Islam yaitu jablu al-ma-shalihi al-ibad (menciptakan
kemaslahatan umat) dapat terpenuhi, dan dengan dinamika figh semacam itu, maka
hukum Islam selalu dapat tampil ke depan untuk menjawab segala tantangan

zaman.®

Oganisasi amil zakat seharusnya bisa berperan membantu pemerintah dalam
mengatasi berbagai problem sosial-ekonomi masyarakat. Berbicara tentang zakat,
yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat selaku
pengemban amanah pengelolaan dana-dana itu. Jika amil zakat baik dalam sikap
dan cara kerjanya, maka bukan mustahil delapan asnaf mustahik akan menjadi baik.
Tapi jika amil zakat tidak baik, sulit diharapkan delapan asnaf mustahik akan

menjadi baik. Disinilah letak peran krusial lembaga amil zakat.®

Di antara dalil yang dapat dijadikan dasar hukum bahwa Negara/Pemerintah
bertanggung jawab dan berkewajiban dalam mengelola zakat adalah firman Allah

dalam surat at-Taubah ayat 103:

pale aaan Al 5 agd (S dBa o agile Jaa s L agiS i 5 o0 jedal Aaia agll gal (10 32

7

S Ibrahim Hosen, “Kerangka Landasan Pemikiran Islam” (Jakarta: Kelompok pemikir
masalah-masalah keagamaan Departemen Agama), 10 September 1984, him.6.

& Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern Intrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat
(Malang: UIN-Maliki Press, 2010), him. 77.

" At-Taubah (9): 103.



64

Dalam ayat ini Allah swt memerintahkan kepada Rasulullah untuk
mengambil harta dari pemiliknya sebagai sedekah ataupun zakat. Dijelaskan dalam
tafsir Departemen Agama RI jilid 1V, bahwa menurut riwayat ibnu hajar, ayat ini
diturunkan sehubungan degan pristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya yang
mengikatkan diri di tiang-tiang masjid datang kepada Rasulullah saw seraya
berkata:’Ya Rasulullah, inilah harta benda kami yang merintangi kami untuk turut
berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagikanlah, serta mohonkanlah ampun
untuk kami atas kesalahan kami. Rasulullah menjawab: Aku belum diperintahkan
untuk menerima hartamu itu, maka turunlah ayat ini.” Walaupun perintah
memungut zakat dalam ayat ini, pada awalnya adalah ditunjukan kepada
Rasulullah, namun ia juga berlaku terhadap semua pimpinan atau penguasa dalam
setiap masyarakat kaum muslimin, agar zakat dapat memenuhi fungsinya sebagai

sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masayarakat.®

LAZNAS DPU-DT memiliki program pendayagunaan yang berperan
membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai problem sosial-ekonomi
masyarakat. Dana zakat dibidang ekonomi yang dikelola Oleh LAZNAS DPU DT
melalui empat tahap/langkah dan dilaksanakan dalam bentuk program DTM (Desa
Ternak Mandiri) dan juga program MiSykat (Microfinance Syari’ah berbasis
Masyarakat). Program-program ini merupakan program unggulan yang
dicanangkan unuk memperbaiki dan meningkatkan tarap hidup masyarakat dhuafa,

dan dibidang ekonomi inilah yang menjadi implikasi terhadap usaha yang

8 Asnaini, Zakat produktif, him. 66-67.
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diharapkan mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan

masyarakat di wilayahnya.

Islam menganggap kegiatan ekonomi (pemanfaatan sumber daya produktif
dengan pertimbangan efesiensi biaya dan optimalisasi manfaat sosial) sebagai
bagian atau salah satu aspek tanggung jawab sosial di dunia. Orang yang semakin
banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi akan menjadi semakin baik tarap hidupnya,
selama kehidupannya tetap terjaga keseimbangannya. Fungsi ekonomi sebagai
bagian dari tanggung jawab sosial sangat diutamakan dalam Islam.® Hal ini sesuai

dengan firman Allah swit:
LY 4gn 5 Laid il ga e IS8 5 60 o 5o Y oS Lasas cpla ) Slie i) e
10 aiine o o o sa g Jaally b as 98 5 siom I iy

DR. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa cara untuk mengurangi
kemiskinan adalah dengan menggalakkan kerja dikalangan kaum miskin, baik
dengan cara menyemangatinya maupun menyediakan lapangan kerja, karena
bekerja merupakan perintah Allah swt yang sangat jelas bahwa manusia harus
bekerja.!! Dan salah satu langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya pengentasan
kemiskinan di Indonesia adalah membangun institusi zakat, infak dan shadagah

yang kuat, amanah, dan profesional. Instansi zakat harus didorong untuk dapat

® Ibid., him. 32.
10 An-Nahl (16):76.

11 Kuntarno Noor Aflah (ed.), Zakat dan Peran Negara (Jakarta: Forum Zakat (FoZ),
2006), him. 128.
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menciptakan lapangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat yang tidak

mampu. 2

Islam sangat menganjurkan supaya umatnya berusaha agar dapat
melaksanakan ajaran agama dengan baik, termasuk dapat membayar zakat, infaq,
dan sedekah serta ibadah-ibadah lain yang dalam pelaksanaannya diperlukan biaya
atau dana dan kemampuan secara materiel.™®> Anjuran berusaha ini sebagaimana

yang terkandung dalam firman Allah dalam surat al-Mulk ayat 15:

14 ) gl 4l 5 433 5 (30 15 5 LgaSlia 8 ) iald V5l i W1 oK) e (5301 5
Kemudian juga yang terkandung dalam surat al-Jumu’ah ayat 10:

aSlal | K ) 15 S8 g ) Jaad (e ) sal oY) & ) iild B glall Cuad |3
150 A Sé';
Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan
sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di
suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat

tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas

menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.*®

12 Asnaini, Zakat produktif, him. 98-99.
13 1bid, him.83.

4 Al-Mulk (67):15.

15 Al-Jumu’ah (62): 10.

16 Asnaini, Zakat produktif., him.79.
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B. Dari Segi Yuridis

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
pengelolaan zakat merupakan landasan hukum positif dalam melaksanakan zakat
produktif. Bahwa: (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam
rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat kemudian
pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dengan kata lain
bahwa zakat produktif itu memberdayakan zakat dan bisa bermanfaat bagi
masyarakat dhuafa dan meningkatkan sumber daya manusianya. Karena problem
utama dalam pendayagunaan zakat adalah keterbatasan dana dan kompleksnya
masalah kemiskinan, maka perlu dibuatkan skala prioritas dalam pemilihan
program pendayagunaan. Kriteria utama dalam hal pembuatan program adalah
bagaimana program tersebut harus mempunyai multiplier effect bagi keluarga
miskin.

Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 merupakan bentuk peraturan
pemerintah dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No.23 Tahun 2011. Pasal
57 Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 menyatakan bahwa salah satu syarat
pembentkan LAZ adalah memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan
untuk melaksanakan kegiatannya; dan memiliki program untuk mendayagunakan

zakat bagi kesejahteraan umat.’

17 Pasal 57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
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LAZNAS DPU DT memeliki program dalam mensejahterakan umat dengan
cara mendayagunaan dana zakat. Konsep pemberdayaan dengan pendayagunaan
dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum
sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan
dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang
berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang
beruntung (golongan asnaf). Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta
pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan

kelompok menuju kemandirian.8

Organisasi Pengelola Zakat, yang terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan
Lembaga Amil Zakat (LAZ), selayaknya memiliki data mustahik dan berhubungan
dengan mustahik. Data mustahik yang dimiliki OPZ, pada umumnya mencakup
mustahik di wilayah kerja OPZ yang bersangkutan berdasarkan pola hubungan OPZ
dengan mustahiknya, data mustahik ini dapat bersifat sesaat, temporer, atau jangka
panjang bahkan mungkin permanen.’®* Oleh karena itu, LAZNAS DPU DT
melakukan survey secara profesional guna mencapai terget yang akurat dalam

pendayagunaan dana zakat dalam bentuk usah produktif.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wilayah OPZ
terbagi menurut tingkatannya yaitu tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan

kecamatan. Tingkatan OPZ ini tidak merupakan hubungan sub organisasi, dalam

18 Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern, him. 198.

19 Kuntarno Noor Aflah (ed.), Zakat dan Peran Negara, him. 142.
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artian bahwa OPZ yang wilayah kerjanya lebih kecil bukan berarti merupakan
bagian dari OPZ yang wilayah kerjanya lebih luas. Dengan demikian tidak ada OPZ

yang bertugas sebagai koordinator seluruh OPZ.2°

Dalam penyaluran dana zakat, pada umumnya BAZ dan LAZ berpegang
pada kebijakan yang telah digariskan Dewan Pertimbangan. Dalam kebijakan
tersebut ditentukan bentuk dan sasaran penyaluran. Dalam BAZNAS, kebijakan ini
dibuat dengan tujuan agar penyaluran dana zakat sesuai dengan ketetuan syariah,
megacu pada perencanaan yang telah ditetapkan, dan tepat mengenai sasaran
(efektif) serta efesien.?

Dalam melaksanaan pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu
Rancangan Peraturan Menteri Agama tahun 2011 pasal 10 tentang zakat produktif.
Meskipun rancangan peraturan menteri agama ini tidak memiliki kekuatan hukum
tetap karena sifatnya masih berupa rancangan tetapi bisa menjadi acuan tambahan
terhadap pengimplementasian pasal 27 Undang-Undang No.23 Tahun 2011.
Bahwa:

1) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan :

a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik dan kelayakan

usahanya.

b. mendahulukan mustahik yang paling tidak berdaya secara ekonomi dan

sangat memerlukan bantuan usaha.

20 |bid., 143.

2L Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern, him. 184.
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¢. mendahulukan mustahik di wilayahnya.
2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif berdasarkan persyaratan:
a. apabila kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi dan masih ada
kelebihan dana zakat.
b. terdapat usaha nyata yang menguntungkan.
c. bentuk usaha sesuai syariat Islam .
3) Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai berikut :

a. melakukan studi kelayakan;

b. menetapkan jenis usaha produktif;

c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;

d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;

e. mengadakan evaluasi; dan

f. membuat laporan.?2

Melihat perubahan peraturan tentang pengelolaan zakat dari Undang-
Undang No0.38 Tahun 1999 kepada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 merupakan
kemajuan hukum dalam memaksimalkan pengelolaan zakat. Pasal pendayagunaan
zakat dalam undang-undang tersebut merupakan pasal penting dalam
perkembangan potensi dana zakat. Dalam BAB V Pendayagunaan Zakat, pasal
tersebut menjelaskan bahwa: (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk
mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan

zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan

2http://www.forumzakat.net/download/DRAFT%20PMA%20UU%20P%20ZAK AT%20
BARU.pdf diakses 14 maret 2015.


http://www.forumzakat.net/download/DRAFT%20PMA%20UU%20P%20ZAKAT%20BARU.pdf
http://www.forumzakat.net/download/DRAFT%20PMA%20UU%20P%20ZAKAT%20BARU.pdf
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untuk usaha yang produktif. (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil
pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan

menteri.

Persyaratan Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat diatur dalam

keputusan menteri no 373 tahun 2003, yang menyatakan bahwa

Pasal 28

1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahig dilakukan
berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan ashnaf yaitu
fakir, miskin, amil, muallaf, rigab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil.
b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi
kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
c. mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif
dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.

c. mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Pasal 29
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Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif

ditetapkan sebagai berikut:

a. melakukan studi kelayakan;

b. menetapkan jenis usaha produktif;

¢. melakukan bimbingan dan penyuluhan;

d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
e. mengadakan evaluasi; dan

f. membuat pelaporan. %

23 pasal 28-29, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003
TentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
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